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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat

LKPJ ini merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur
Nusa Tenggara Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, khususnya dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator
kinerja, realisasi anggaran, serta permasalahan dan upaya tindak lanjut selama Tahun
Anggaran 2025. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 difokuskan
pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan

jalan provinsi, pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan

penyediaan air baku, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, serta penguatan
penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain keterbatasan
kapasitas fiskal daerah, kondisi geografis kepulauan, serta kebutuhan infrastruktur yang
terus berkembang. Namun demikian, melalui sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah
pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan DPRD dan seluruh pemangku
kepentingan, berbagai target Kinerja dapat dicapai secara bertahap.

Kami berharap LKP] Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai kinerja Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menjadi bahan
evaluasi dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta seluruh pihak
yang telah mendukung pelaksanaan tugas Dinas PUPR selama Tahun Anggaran 2025.
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LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH
DAERAH PADA DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKP] ini adalah:

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);(pembatalan oleh MK sehingga
menghidupkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

UU Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

PP Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

LKPJ Dinas PUPR Prov.NTT



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara RI sebagai BN.2020/No.1781)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
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Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23.  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang

Uraian Tugas dan Jabatan.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah (diisi Biro Pem)

1.3. Data Umum Perangkat Daerah

Data Umum Perangkat Daerah antara lain :
1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kondisi Desember 2025
» Struktur Organisasi dan Jumlah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Provinsi NTT

a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi NTT terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang dan

kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan 1 (satu) jabatan Fungsional
tertentu dan Bidang terdiri atas Seksi-Seksi dan Jabatan Fungsional
tertentu. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang
Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Struktrur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai Perda No Nomor 2 Tahun

2021 serta Pergub No 74 Tahun 2023 sebagai berikut :
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b. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas
dan fungsinya berjumlah 647 orang per Desember 2025 dengan rincian,

sebagai berikut :
a. PNS/ CPNS/ PPPK Berdasarkan Golongan :

» Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Golongan Per 31
Desember 2025 :
Golongan IV= 15 orang; Golongan IIl = 261 orang; Golongan II = 87
orang; Golongan I = 4 orang

» Jumlah PPPK Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Golongan Per 31
Desember 2025
Golongan IX= 129 orang; Golongan VII = 35 orang; Golongan V =113

orang; Golongan III = 3 orang

b. PNS Berdasarkan Eselon:

Jumlah PNS/CPNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Eselon Per 31
Desember 2025 :

Eselon Il = 1 orang; Eselon III = 6 orang; Eselon IV = 10 orang

Pejabat Fungsional: 119 orang

Arsiparis = 9 Orang, terdiri atas CPNS: 6 orang dan PPPK: 3 orang;

Widyaswara = - Orang

c. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025:
SD= 4 orang; SLTP= 7 orang; SLTA= 183 orang; Diploma= 143 orang;

Sarjana = 286 orang; Magister= 23 orang; Doktor =1 orang

d. PNS Berdasarkan Agama:
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Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT
Berdasarkan Agama Per 31 Desember 2025
Protestan = 380 orang; Katholik= 218 orang; Islam = 48 orang; Hindu =

1 orang; Budha = 0 orang;

2. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan P-DPA - SKPD Dinas PUPR Provinsi NTT , Penerimaan/ Pendapatan

pada Dinas PUPR dengan target 5.700.000.000,- realisasi Rp. 3.430.225.287- atau

sebesar 60,18 % dengan rincian :

» Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan target Pendapatan Rp.
3.700.000.000,- realisasi Rp. 918.038.700,- atau sebesar 24,81 % dengan
rincian :

e Retribusi Pemakaian Laboratorium dengan target Penerimaan Rp.
1.000.000.000,- realisasi 589.343.700,- atau sebesar 58,93 %

e Retribusi Pemakaian Alat dengan Target Penerimaan Rp. 2.700.000.000,-
realisasi Rp. 328.695.000,- atau sebesar 12,17 %

> Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan target Pendapatan Rp.
2.000.000.000,- realisasi Rp. 2.512.186.587,- atau sebesar 125,61 % dengan
rincian:

o Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan target pendapatan Rp.

2,000,000,000,- realisasi Rp. 2. 512.186.587,- atau sebesar 125,61%

3. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pagu Anggaran Dinas PUPR sesuai DPA Murni adalah sebesar Rp.

180.537.025.513,- dan DPPA Rp. 193.368.808.591,- dengan realisasi Rp.

164.213.053.952,- atau 84,92 % dan fisik 86,55 % terdiri dari:

1) Belanja Operasi sebesar Rp. 81.442.200.639,- (murni) setelah mengalami 3
kali pergeseran maka alokasi anggaran sampai P-DPA menjadi Rp.
85.356.028.827,- dengan realisasi Rp. 63.564.596.599,- atau 74,47 % dengan

realisasi fisik sebesar 80,75 % dengan perincian :
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» Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA sebesar
Rp. 39.331.534.676,- dengan realisasi Rp. 30.534.568.456,- atau sebesar
77,63 % dan realisasi fisik sebesar 77,63 %

» Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran pada perubahan DPA
sebesar Rp. 46.024.494.151,- dengan realisasi Rp. 33.030.028.143,- atau
sebesar 71,77 % dan realisasi fisik sebesar 83,43 %

2) Belanja Modal sebesar Rp. 99.094.824.874,- (murni) setelah mengalami 3 kali
pergeseran maka alokasi anggaran sampai DPPA menjadi Rp.
108.012.779.764,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.648.457.353,- atau
sebesar 93,18 % dan realisasi fisik sebesar 91,19 % dengan rincian :

» Belanja Modal Peralatan Mesin dengan alokasi anggaran pada perubahan
DPA sebesar Rp. 1.303.322.323,- dengan realisasi Rp. 1.097.199.184,-
atau sebesar 84,18 % dan realisasi fisik sebesar 86,12 %

> Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan alokasi anggaran pada
perubahan DPA sebesar Rp. 2.542.950.000,- dengan realisasi Rp.
2.527.421.319,- atau sebesar 99,39 9% dan realisasi fisik sebesar
100 %

» Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan alokasi anggaran pada
perubahan DPA sebesar Rp. 104.145.987.441,- dengan realisasi Rp.
97.003.351.800,- atau sebesar 93,14 % dan realisasi fisik sebesar
91,04 %

» Belanja Modal Aset tetap Lainnya dengan alokasi anggaran pada
perubahan DPA sebesar Rp. 20.520.000,- dengan realisasi Rp.
20.485.050,- atau sebesar 99,83 % dan realisasi fisik sebesar
100 %

3) Realisasi Pelaksanaan per Program dan Kegiatan:
» Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
alokasi anggaran (DPPA) Rp. 44.652.850.909 ,- Realisasi sebesar Rp.
35.525.444.244 atau 79,56 % dan fisik 79,57 %, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran (P-DPA) Rp.
101.838.900,- Realisasi sebesar Rp. 39.022.300,- atau 38,32%
dan fisik 38,32 %, dengan sub kegiatan:

e Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

e Pelaksanaan Pengumpulan Data statistic Sektoral Daerah

e Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan
alokasi anggaran (DPPA) Rp. 38.714.712.229,- Realisasi sebesar
Rp. 29.911.021.517 atau 77,26 % dan fisik 77,26 %, dengan sub
kegiatan:

e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat
Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 26.782.000,-
Realisasi sebesar Rp. 26.403.600,- atau 98,59 % dan fisik 98,59
%, dengan sub kegiatan:

e Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan
alokasi anggaran (DPPA) Rp. 16.845.000,- Realisasi sebesar Rp.
13.217.400.- atau 78,46 % dan fisik 78.46 %, dengan sub

kegiatan:
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e Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi
anggaran (DPPA) Rp. 202.242.563,- Realisasi sebesar Rp.
171.778.530,- atau 84,94 % dan fisik 84,94 %, dengan sub
kegiatan:
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e Penyediaan Bahan/Material
e Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 5.501.958.367,-
Realisasi sebesar Rp. 5.284.235.302,- atau 96,04 % dan fisik
96,05 %, dengan sub kegiatan:
e Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp.
68.471.850,- Realisasi sebesar Rp. 60.961.595,- atau 89,03 % dan
fisik 89,03 %, dengan sub kegiatan:
» Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

8) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan alokasi anggaran
(DPPA) Rp. 20.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 18.804.000,- atau
94,02 % dan fisik 94,02 %, dengan sub kegiatan:
e Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan alokasi

anggaran (DPPA) Rp. 12.358.055.294,- Realisasi sebesar Rp.

9.553.947.227,- atau 77,31 % dan fisik 80,58 %, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada

Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi
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anggaran sebesar Rp. 8.285.292.480,- realisasi Rp.
6.859.749.421,- atau 82,79 % dan fisik 87,69 %, dengan sub

kegiatan:

Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air
lainnya

Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Bangunan, Embung dan Bangunan

Penampung Air lainnya

2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer

dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha

dan Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dengan alokasi
anggaran (DPPA) Rp. 4.072.762.814,- realisasi Rp. 2.694.197.806
,- atau sebesar 66,15 % dan fisik 66,16 %, dengan sub kegiatan:

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Operasional Kelembangaan Pengelola Irigasi

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum dengan alokasi anggaran (DPPA) Rp. 909.033.500 ,-
Realisasi sebesar Rp. 707.487.056,- atau 77,83 % dan fisik 77,94 %,

dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 909.033.500,- realisasi Rp. 707.487.056,- atau atau
77,83 % dan fisik 77,94 %, dengan sub kegiatan:
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e Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM))

4. Program Penataan Bangunan gedung dengan alokasi anggaran
(DPPA) Rp. 407.103.000,- Realisasi sebesar Rp. 331.772.671,- atau
76,58 % dan fisik 76,66 %, dengan kegiatan:

1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan
Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

5. Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran (DPPA)
sebesar Rp. 121.833.876.445,- realisasi Rp. 105.583.045.100,- atau
sebesar 86,66 % dan fisik 88,90 % dengan kegiatan :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan alokasi
anggaran Rp. 121.833.876.445,- realisasi Rp. 105.583.045.100, -
atau sebesar 86,66 % dan fisik 88,90 % dengan sub kegiatan :

e Rehabilitasi Jalan
e Rekonstruksi Jalan
e Pemeliharaan Rutin Jalan

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan alokasi
anggaran (DPPA) sebesar Rp. 800.000.000,- realisasi Rp.
771.369.533,- atau sebesar 96,42 % dan fisik 96,42 % dengan
kegiatan :

1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Rinci Tata Ruang Provinsi dengan alokasi anggaran Rp.
258.987.920,- realisasi Rp. 251.799.298, - atau sebesar 97,22 %
dan fisik 97,22 % dengan sub kegiatan :

e Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman
Bidang Penataan Ruang

2) Kegiatan Koordinasasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
dengan alokasi anggaran Rp. 95.773.020,- realisasi Rp.
95.181.600, - atau sebesar 99,38 % dan fisik 99,38 % dengan

sub kegiatan :
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e Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan
Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
e Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang
Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 301.139.060,-
realisasi Rp. 295.942.490, - atau sebesar 98,27 % dan fisik
98,27 % dengan sub kegiatan :
e Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
4) Kegiatan  Koordinasi dan  Sinkronisasi = Pengendalian
Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran
Rp. 144.100.000,- realisasi Rp. 128.446.145, - atau sebesar 89,14
% dan fisik 89,14 % dengan sub kegiatan :
e Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan
Manfaat

e Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

> Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
dengan alokasi anggaran (DPPA) sebesar Rp. 2.707.276.050,-
realisasi Rp. 2.682.422.302,- atau sebesar 99,08 % dan fisik 99,67 %
dengan kegiatan :

1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.
2.707.276.050,- realisasi Rp. 2.682.422.302, - atau sebesar 99,08
% dan fisik 99,67 % dengan sub kegiatan :

e Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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